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BAB VI 

PENUTUP 
6.1. Kesimpulan  

Pertama, Struktur adat masyarakat Kinali berlandaskan sistem kekerabatan 

matrilineal yang mengutamakan garis keturunan ibu, dengan mamak kepala waris sebagai 

pemimpin yang bertanggung jawab mengatur kehidupan internal kaum. Di tingkat nagari, 

Majo Sadeo menjadi pemangku adat tertinggi, dibantu oleh Pucuak Adat yang 

menyampaikan hasil musyawarah. Struktur sosial ini mengatur pembagian pusaka rendah 

melalui musyawarah adat dengan tujuan menjaga harmoni dan identitas sosial. Filosofi 

masyarakat Kinali yang mengedepankan prinsip "Adat basandi syarak, syarak basandi 

Kitabullah" menyatukan adat dan agama dalam pembagian pusaka rendah. Pembagian 

harta pusaka tidak hanya didasarkan pada hak formal, tetapi juga pada kemaslahatan sosial 

dan keberlanjutan kaum, yang diputuskan melalui musyawarah adat yang melibatkan 

mamak dan tokoh adat. Simbol, bahasa adat, serta lembaga seperti Kerapatan Adat Nagari 

(KAN) juga berperan penting dalam mentransmisikan nilai budaya kepada generasi muda. 

Kedua, Dalam praktik pembagian harta pusako randah, bentuk harta yang diwariskan 

mencakup rumah, tanah, kebun, dan sawah. Rumah dan tanah diwariskan kepada anak 

perempuan, sementara kebun dan sawah dikelola oleh perempuan dengan hak pakai, 

meskipun keputusan pengalihan kepemilikan tetap melibatkan pihak laki-laki dalam kaum, 

seperti ninik mamak. Penerima utama pusako randah adalah anak perempuan, yang 

memiliki hak pakai atas harta tersebut, sementara pengelolaannya diawasi oleh laki-laki 

dalam kaum. Pihak mediasi seperti mamak kapalo warih dan mamak syarak bertanggung 

jawab untuk menyelesaikan sengketa, dengan keputusan akhir dari Majo Sadeo jika 

diperlukan. Penerima harta pusako randah harus memenuhi syarat ikatan darah melalui 

garis ibu, kesesuaian dengan norma adat dan agama Islam, serta peran sentral perempuan 

sebagai pemegang hak warisan. Pembagian harta ini lebih mengutamakan keadilan rasa 

daripada kesetaraan, dengan anak perempuan menerima bagian utama dan anak laki-laki 

menerima bagian kecil berdasarkan kontribusi dan kebutuhan. Pembagian dapat dilakukan 

dalam tiga pola waktu, yakni saat orang tua masih hidup, setelah meninggal, atau ketika 

anak masih kecil, dengan lokasi yang sering kali di rumah orang tua atau rumah kaum. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini meliputi orang tua, saudara kandung, ninik 

mamak, dan Majo Sadeo, dengan musyawarah adat sebagai dasar keputusan. 
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Ketiga, Nalar hukum pembagian pusako randah dalam masyarakat Kinali bertumpu 

pada adat hidup yang bersumber dari tradisi turun-temurun, kesepakatan kaum, dan otoritas 

niniak mamak, bukan pada hukum tertulis atau faraid. Secara substansial, pembagian 

diarahkan terutama kepada anak perempuan karena mereka diposisikan sebagai pusat 

struktur matrilineal, penjaga rumah, penopang ekonomi keluarga, dan tempat kembali 

sanak laki-laki, sehingga pusako randah berfungsi sekaligus sebagai penyangga marwah 

dan ketahanan sosial keluarga. Seluruh praktik ini diikat oleh etik komunal (sanang samo 

sanang, malu jo kaum, anti-konflik), etik gender (pemuliaan peran bundo kanduang sebagai 

pemikul amanah pusako), serta etik rekonsiliasi adat agama yang menempatkan 

kemaslahatan dan kedamaian keluarga di atas pembagian matematis. Dengan demikian, 

pembagian harta pusako randah di Kinali bukan sekadar distribusi harta, melainkan 

bangunan nalar hukum adat yang mencari keadilan kontekstual melalui musyawarah, 

mufakat, dan kemanfaatan sosial bagi seluruh anggota kaum. 

Merujuk pada tiga temuan diatas bahwa penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam 

kajian hukum waris Indonesia, khususnya pada praktik pembagian pusaka rendah di 

masyarakat adat Kinali. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem matrilineal dalam 

masyarakat adat Kinali memengaruhi pembagian pusako randah melalui etik gender yang 

menempatkan perempuan sebagai penjaga harta dan keberlanjutan keluarga (hifẓ al-māl), 

serta etik komunal yang menempatkan pusako randah sebagai penyangga keselamatan, 

kehormatan, dan ketahanan sosial kaum (hifẓ al-nafs), bukan sekadar sebagai harta milik 

individual. 

6.2. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa rekomendasi dan saran yang ingin 

diajukan, Pertama, melestarikan musyawarah agar praktik musyawarah kaum terus 

dilestarikan dan diperkuat, sebab musyawarah ini terbukti menjadi mekanisme yang sangat 

efektif dalam mengintegrasikan nilai adat dan agama untuk mencapai kesepakatan sosial 

dalam pembagian warisan. Kedua, melakukan studi komparatif bagi penelitian selanjutnya 

dengan membandingkan praktik pewarisan di Nagari Kinali dengan daerah lain di 

Minangkabau yang mungkin memiliki pendekatan berbeda. Hal ini dapat memberikan 

pemahaman yang lebih luas tentang variasi praktik adat dan agama. Ketiga, melakukan 

pemberdayaan lembaga adat, terutama peran lembaga adat mamak kepala waris, perlu terus 

diberdayakan. Sebab dengan peran mereka sebagai mediator dan pengelola harta pusaka 
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sangat krusial dapat menjaga keharmonisan dan mencegah konflik di dalam kaum. 

6.3. Implikasi 

Penelitian ini memiliki implikasi penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara 

teoritis, penelitian ini membuktikan bahwa teori interaksionisme simbolik dan teori habitus 

sangat relevan untuk menjelaskan fenomena sosial yang kompleks, khususnya dalam 

konteks adat dan agama. Ini menunjukkan bahwa teori-teori sosiologi dapat digunakan 

untuk menganalisis bagaimana masyarakat menciptakan makna baru dan mengembangkan 

disposisi sosial yang memungkinkan mereka menyeimbangkan dua sistem nilai yang 

berbeda. Dengan kata lain, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori 

dengan menunjukkan aplikasinya di lapangan. Secara praktis, penelitian ini memberikan 

model resolusi konflik yang efektif bagi masyarakat multikultural. Praktik rekonsiliasi di 

Kinali dapat menjadi contoh bagi komunitas lain yang menghadapi ketegangan antara nilai-

nilai tradisi dan ajaran agama. Hal ini juga memberikan masukan bagi pembuat kebijakan 

dan lembaga hukum bahwa kearifan lokal dapat menjadi solusi yang efektif untuk menjaga 

stabilitas sosial tanpa harus bergantung sepenuhnya pada sistem hukum formal. 

6.4. Keterbatasan Studi 

Meskipun penelitian ini menjelaskan tentang pembagian pusako randah secara rinci 

pada masyarakat adat Kinali, namun studi ini tidak membahas secara lebih luas bagaimana 

pembagian harta ini berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi atau kesenjangan sosial 

dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh melalui 

metode kualitatif, yang mungkin terbatas pada perspektif individu dan kelompok tertentu 

dalam masyarakat adat Kinali, sehingga hasilnya tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke 

masyarakat adat lainnya. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan 

melakukan studi komparatif. Misalnya, membandingkan praktik pewarisan di Nagari 

Kinali dengan daerah lain di Minangkabau atau bahkan dengan komunitas adat lain di 

Indonesia yang juga menghadapi isu rekonsiliasi adat-agama. Tujuannya adalah untuk 

melihat apakah model "musyawarah deliberatif" ini juga diterapkan di tempat lain atau 

apakah ada pendekatan berbeda yang lebih efektif. 
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